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GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAI{ PROIfINSI LATVIPUNG

NOMOR 13 TAIIUN 2017
TENTANG

PERLINDUITGAN ANAI( PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAI'MAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa anak adalah tunas, potensi dani generarsi penerus
bangsa yang diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas,
cena dan berbudi pekerti tinggi, dan anak memiliki hak
asasi ya,rg juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar
1945;

b. bahwa anrak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka
perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak agar
dapat hidup, tumbuh dan berkembang scrta diberi
kesempalan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

.. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab
dalam peoyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak
anaksertzi perlindungan dari segala bentul< kekerasan dan
diskriminasi;

d. bahwa ulrtuk rtu dalam mengatasi permasalaha.n masalah
anak m*a perlu di bentuk pengaturan tentang
perlindungan anakl

e, bahwa untuk rnemberikan arah landasan dan kepastian
hukum maka di perlukan pengaturan tentang perlindungan
anak;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu
menetaplian Peraturan Daerah Provinsl Lampung tentang
Perlind u n gan Anak;

1, Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-tJndang Nomor 14 Tahun 7q64 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah 'llngkat I la.mpung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentarrg Pembentukan
Daerah 'l'ingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara
Republil< Indonesia Tahun 1964 lVomor B) menjadi Uudang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O0O tentang Pengesahan
Conuenti<tn Nomor 182 Concerning The Prohi}lititton And
Im.mediate Action For The Elimination of the VlorthFonn of
Child Labours (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Peke{aarr Terburuk Untuk Anak) (kmbaran Negara Tehun
2OOO Nonror 30, Tambahan I-embaran Negara Nomor 3941);

Menimbang

M en gin gat



-i U ndang- L)ndang Republik Inclonesia Nontor 2 1 Tahun
20O7 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang(Lcrnbaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 84,
Tambahan L,embaran Negara Nomor 4739);

5. Undang-[Indang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembenttrkan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran
Negara 'l'ahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lrmbaran
Negara Nomor 5234);

6. Undang lJndang Nomor 1 1 Tahun 20 1 2 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (L,embaran Negara Tahun 2012
Nomor 153, Tamtrahan Lembaran Negara Nomor 5332);

7. Undang'Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun
20 14 Tr:ntang Pemerintahan Daerah (Lemtraran Negara
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan kmbaran Negara
Nomor 5587);

8. Undang.tJndang Nomor 35 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 'lh.h r-rn 2O 14
Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5606);

9 . lieputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi tentang l-lak-hak Anak (Conuention
of tlrc Rights of the Child (Lembaran Negara Nomor 57
Tahttn 199O):

1O. Peraturan Menteri Negara Pemberda_r,aan Perempuan dan
Perlindr-r ngan Anak Republik Indonesia Nomor' 12 Tahun
201 1 tentang lndil<ator l(abupaten / I(ota [,af ak Anak;

11. Peratur.rn Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlinclungan Anak Republil< Indonesia Nomor 13 Tahun
201 I tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Arrak;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
PerangkatDaerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republil< Indonesia Nomor 5887);

'l 3. Peraturzrn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukunt Daerah;

ANAK

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAIIIPTING

dan

GUBENUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

lvlenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PRO\IINSI LAMPUNG.

BAB I
KETINTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimzrksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Larnpung.
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2. Pemerintah Dar:rah adalal-r kepala daerah sebagai unsur penyeienggara
Pemerintalian D:rerah yang rrtemitnpirl pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi ker,r,enangan daerah otonom.

3. Cubernur adalah Gubernur L,ampung.
.{ Deu,an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dervan Per-u,aliilan Rakyat L)aerah Provinsi t ampung dan Der'r'an Penvakilan
Rakyat Daerah Kabupaten cle-m Kota di Provinsi Lampung'

5 Dinas adalah Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi L:rmpung. Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung rlan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung'

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dalt
Provinsi Lampung,
Dinas Kesehatan

Perlindunga n Anak Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial
I(epala Dinas Pendidikan Provinsi
Provinsi Lampung.

Lampung dan l(ePa1a

I
Kabupaten dan liota adalah Kabupaten dan Kota di Lampung'

F3upali dan \&'a-likota adalah Bupati dan Waiikota di Lampung'

Organisas Per:rngkat Dac'rah -yang selanjr-rtnya disebut OPD met'upakan
orfa.nisasi atau le-mbaga pada Pemirintah Daerah yang bertanggung jawab

kelada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
d aerah.
Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasisosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Lembaga Srvaclaya Masyarakat )rang selanjutnya disebut lsM adalah
organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga nega-ra

."I-" suJ<arela itas kehendak sendiri dan berminat serta bei-gerak dibidang
usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai
u,ujud partlsipasi masyarakat clalam upaya rneningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat )''ang menitikberatkan kepada pengabdian secara
sr," adaya.
Organisasi Sosial yang selaljutnya disebut Orsos adalah
Iembaga/l,ayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik
berbadan h'lkum -aupri.t tidak berba.dan hukum ya.ng berfungsi sebagai
sarana prtrtisipasi masyarakat da]am rrtelaksanakan Usaha I(esejahteraan
Sosial (UhS).
perlindungan Anak adalai segala kegiatan untuk menjamin dan melindrrngi
Anak dail hak-haknya agar dapat hidup, tttmbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optima'l sesuai dengan harkat dan. martabat
kemanusiaan, serta menclzrpat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'
(sesuai clcngan pengertian dalam undang-undang Perlindungal Anak)

,\r-rak adaialr sescorang -yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk
anak ,1,ant1 nr:rsih dalam kandungan.
.\nak us,a Sekolah aclal:r.h ana,k yang berusia 6 sampai 18 tahun.Anak
Terlantar adalal.r anak yang tidak teipenuhi kebutuhan bimbinganmental da.
agamasertapelal'an.r-r-..,-,du-.'g,pangan,papan,kesehatan'penrlidikan'fisik'
rnau pun sosial secara wajar.
Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yarrg- memenuhisa-lah

satuataulebihunsur-r.r".r.pe."ktutan,pengiriman,penyerahterimaananak
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman'

Kekerasatr, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaankekuasaan'
pemanfaa tan posisi keren tanan atau penjeratan hutang untuk tuj uan dan atau

berakibat mengeksPloitasi anak'
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18. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi
dankondisi yang rnembaha-yakan dirinya seperti anak korban kerusuham, anak
1-ang menjadi pengungsi, arr;rk korban bencana alam dan anak da,lam konflik
bersenjata

19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum dan anal< korban tinclak pidarra.

20. Anak Yang dieksploitasi secara Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan
ditipu unt uk dipekerjakan olch orang tua atau orang lain dengan tidak
dibayarata u dibal'ar.

21. Anak Yang dieksploitasi secara Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan
seksualitas dengan imbalan turrai atau dalam bentuk lain antara anak,
pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang
memperoiehkeuntungan dari perclagangan seksualitas anak tersebut-

22. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropil<a dan Zat Adiktif Lainnya adalah anak yang menderita
ketergantu ngan terhadap Narkotika, Alkohol, Psikotropika daa Zat Adiktif
Lainnya yang diseba.bkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
I'sil<otropil<a dan Zat A^diktrf Lainnya, baik atas kemiluan sencliri ataupun
karena dot'ongan atau paksiran orang lain.

).1. Ar-rak Pen_r ar^dang Disabilitas adaiah Anak yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelcktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
bennteraksi dengan li,rgkttngan dan sikap mas.yarakatn:1a dapat menemui
l-rambatan l ang menl ulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif
ber<lasarkirr-r i<es:, maan hak..

')) Anzik Angl:at aclalah mengalihkan seorang ar-rak dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tLla yang sah/u'alinya/orang lain yang bert:rtrggung jawab atas
pe.rawatan, pen<iidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua angkat trerdasarkan keputusan/penetapan
pengadilan negeri.

25. Pengasuhern Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,dan
pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan bia5'a 6"r'rr"a",
fasrlitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang arra-k secara optimal baik
fisil<, mental, spiritual maupun sosial.

26. I'lal< Anah aclal:rh bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi. dan rlipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
dan negara.

27. Taman Pr:nitipzrn Anak yarrg selanjutlrya disingkat TPA adalah wadah
pembinaanr dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 ta-hun yang
orangtuanva tidak mempunyai kemauan dan kemampuan Serta kesempatan
clalam hal pengasuhan anak, "2ng dimungkinkan untuk menyelenggarakan
pelayanan kelomltok bermarn.

28. Usaha Kesejahter aan Sosial Anak adalah upa;ra pelayanan yang terorganisasi
d ituj ukan unt uk menjamin terwuj udnya kesejahteraan anal<'

29. Orang Tua aclalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat.

30. Wali adalah orzrng atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak'

3l . Keluarga ada,lah unit terkecil dalam masyarakat yang terrliri dari suamiisteri
dall anaJ<r r-v-a. atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya' atau keluarga
sedarahc'alamgarisluruskeatasataukebawahsampaidengar-rderajat
ketiga.

6
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Pasal 2

pen-r,elenggaraa n Pelindungan Anak berasaskan Pancasila, uuD 1945 dan prinsip-
prinsi cirrlar Konvensi Hat<-uai< Anak serta deklarasi Sustenable Deuelopment Goals.

Pasal 3

perlindungan anak bertujuan ulttuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, untuk
dapat hidip, tlrmbuh, beikembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
haikat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan,
diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak l,a-mpung yang cerdas,

)ertaq\\,a, procirrktif clan kompetcr-rtif, men urju Lampr-tng Maju dan sejahtera.

32 Restorotiuct Jttsttce adalah Lr[)aya penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH)

dengan mengutamakan pen.yelesaian berbagai upaya lain dengan ultimatum
remedium sebagai pilihan terakhir.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4
Setiap zrnak bet h:: k:
a untuk dapat hrdup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesual

dengan usia dan perkembang:u-r psil<ologinyal

b. atas harkat dan rnartabat l<ema-nusiaan, serta mendapat perlindungan dari
tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;

c. atas suatu nan.la sebagai idenritas diri dan status kewarganegaraan;

d. untuk beribadah menurut agarnanya dalam bimbingan orang tuanya;

c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang

v tuanyasendiri, aot.1n hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin
a tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
E berhak diasuh atiu diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat olch orang lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan yang berlaku;

f. memperoleh pelal'al-ran kesehatan;

g. rnemperoleh pendi<likan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya'
menvatakan dan dirlengar pendapatnya;

h. bcnstirahat rlan memanfaatkan 'vaktu luang demi pengembangan diri;

l, memperoleh perlindungan cla;.i penl.alalrgunaan dalam kegiatan politik, peliba.tan

dalanr sengk"t" b..""ri.1^ta, pelibaian dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam
peristrwa yn.rg -".rg"i-rdung unstrr kekerasan, pelibatan dalam peperangan,

sasaranpenganiayaan-, p..r1;ik""r, atau penjatuhan hukuman yang tidak
rnanusia,*.i clan pelibata.t u..,"1. dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;

j hidup bersatna clengan orangtua-kandungnya' setiap anak berhak untuk diasuh

oleh ()rang ,'.,,r..,,u, s]endiri, kJcuali jika.ada a'lasan dan/atau aturan hukum yang

sah menunjukk; ;J;; pemisalian itu adala} demi kepentingan terbaik bagi

anak dan ,rr..r]p^kan p.iti'bt''g"n terakhir dan setiap Anak Penyandang

Disabilitas t,eri,ai- memieroieh ref,abilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan

taraf kesejah teraall sosial; dalr

k. memlteroleh hak-hak lainnya sesuai derrgan peraturan perundang-undangan'

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
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Setiap anak diu,aj ibkan untuk:
a. rnenunaikan ibadah sesuai ajarran agamanya;

b. menghormati orang tua, wali clan guru;

c. melaksalakan etika dan akhlzrk yang mulia;

d. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

e. rnencintai tanah air, bangsa dan negara;

f. mengikuti pendidikan formal; dan

g. memperj uangkan masadepann-va sendiri.

BAB TV

PEI{YELENGGARAAN PERLIIDUilGAN ANAK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 6

Pen_r'elenglaraa n Perlindungan Anak ditrdukun pada:
a. ;\gama;

b. liesehatal:
c. Penctidikan:

d. Sosial;

e. perlindungan khrLsus bagi anak korban perdagangan dan penculikan;

f perlindungeLn khusus bagi anak korban kekerasan;
g. perlindungar khul;us bagi anak di tempat permainan anak;

h. perlindungal khusus bagi anak yarrg berhadapan dengan l.ukum;
'i. perlindungan khusus bagi anak tereksploitasi ekonomi dan seks;
j. perlindungan khusus bagi anak komunitas terpencil dan terisolir;
l<. perlindungan khusus bagi arrak yang ditinggal orangtuanya sebagai TenagaKerja

Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;

l. perlindungein khusus bagi anak korban NAPZA;

m. perlindungan khusus bagi atrak korban pornografi

n. perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS;

o. perlindung:rn bagi anak berkebutuhan khusus;.

p. perlindungzrn khtrsus bagi anak korban perlakuan salah;

q. perlindungan khusus bagi anak yang mem.iliki kecerdasan dan prestasitinggi;

r Peny'elenggaraan pemenuhant hak-hak anak kepada anak dalam kandunga'n;

s. Penl'elenggzuaan pemenuharr hak-hak anak kepada anak usia dini;

t. Pen) elenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak usia sekolah;

u. penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak terlantar, termasuk
anak jalanan; dan

E

Pasal 5
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(l)

t2.)

Penl'elenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak yang memerlukan
perlind ungirn kh tr sus.

Bagian Kedua
Agama
Pasal 7

Setiap Anak menclapat perlindr-rngan untuk beribadah meuurut agarnanya.
Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agarna yang dipeluk anak
mengikuti agama orang tuanva.

Pasal 8

(1) Pemerintah daerzrh, masyarzrkat. keluarga., orang tlla, u,a1i, dan lelnbaga sosial
men-jamin perlind r-rngan anal< dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam rnemeluk agamanya sebagairrrana dimaksud pada
a),at (1) meliputi pembinaan, ltembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi
anak.

Bagian Ketlga
Kesehatan

Pasal 9

Penl-elenggaraa n Perlindungan anak terhadap kesehatan:
{1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelengga,rakan upaya

kesehatan .vang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh drajat
kesehatan )'ang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penvelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif
sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upa:,a kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
meliputi u paya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk
pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(..1) Upar,a kese.hatan yang konrprehensif sebagai mana dimaksucl pada ayat (1 )

diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga y:Lng tidal< mampu.
(51 Pelal<sanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

aj'at (4) disesuaikan dengarr ketentuan peraturan perundang-un<tangan yang
berl:rku.

Pasal 1O

(l) Orang tua clan keluarga bertanggung jau,ab menjaga kesehatan anak dan
merawat anak sejak daiam kzrnclungan.

(2) Dalam hal orang tua dan l<eluarga yang tidak mampu melaksanakar tanggung
ja*'ab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerinta.h Daerah wajib
memenuhinya.

(3) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang ttra wajib mengusahakan agar anak
1,ang lahir terhindar dari pelryakit yang mengancarn kelangsungan hidup
dal/atau menimbulkan kecercatan.

I

d,



Pasal 11

(ll Pengembangan sikap anak, nr,rliputi:
a. Pengeml>i.Lngein srkap <lan kernampuan kepribadian anak, bakat,

kemamlruan mental dar-r fisjk sampai mencapai potensi mereka yang
optimal:

b. Pengem lrangan penghormatan atas hak asasi manusia kebebasan asasi;

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua., identitas budaya, bahasa
dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat
tinggal, dari mana anak t)erasal, dan peradapan-peradapan yang berbeda-
beda dari rieraclapan sen(liri;

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab: dan

e. Pengemirangan rasa hornrztt dan cinta terhadap lingkungan hidr-rp.

(2) Pemerintah daerah bertanggung j awab untuk memberikan biaya pendidikan
darr/atau bantuan cuma-culna atau peiayanan khusus bagi anak dari keluarga
kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah
terpencil.

13t Anak di d;rlam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan
perlindungan dari tindak l(ekerasan Iisik, psikis, kejahatan seksual, dan
kejahatan lainnl,a -vang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidii<an, sesama
peserta didik, dan/atau pihak lain.

(-11 Pe.lindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan olr:h pendidik,
tenaga kependiclil<an, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bagian Keernpat
Perlindungau Anak Dalarn Kandungan

Pasal 12

{ 1 I Pemerintal-r Dzrerah, t.S M / Orsos, masyarakat
berkeu.ajibanmemberi perlindungzrn terhadap anak daiam
den ganketerrtLl an peraturarr perrtnclang-undangan.

(21 Perlindungzrn anak bagi anak dalam kandungan rleliputi:
a. pemberian gizi melalui ibu hamil;
b. pemeriksra.an kandungan; dan

c. pencegahan clan upaya aborsi.

dan keluarga
kanclungan sesuai

h,

(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keiuarga berkewajiban
memberi hak-hak terhadap :rnak usia dini sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

i2) Pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia dini meliputi:
a. Pemerintah, Srvasta dan masyarakat menyediakan lasilitas untuk pemberian

ASI di tempat-tempat umum;
b. pemberia n makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
c. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak;
d. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
e. program anal< asuh;

8

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini

Pasal 13
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f. perlindungan anak usia dini yalg orang tuanya atau l<eluarganya tidak dapat
mengasuh; dan

g. pemberia n akte kelahiran anak secara gratis.
l3l Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakar-r melal r.rirnodel

Taman Penitipan ,{nak (TPA) rlan Kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa (BA).

l+) 'lPA dan/atau Kelompok Bennain atau Bina Anaprasa sebagaimanadimaksud
pada ayat (3) adalah yang telah rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota atauterdaftar;
b. memiliki Sumber Daya Ma:rusia dan sumber dana .yang menradai untuk

mengelol;r TPA dan/atau Kelompok Bermain dan atau BinaAnaprasa;
c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedornan pelal'anan diTpA

dan /atatr Kelompok Berm;rin dan atau Bina Anaprasa.

Pasal 14
Bentuk penvelenggaraan
rne ncaku ppengasu han dan

hak ba$ anak u slapemenuhan
perawatan,

dini
agama,penclidikan, bimbingan

, brnrbrnganpsikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreativitas./daya cipt_a,
rekreasi. bimbirtgan bermain kelompol< dan pelayanan kesehatan

Bag!-an Keenam
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 15
(l I Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban

memberikan hak anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

(2) Pemenuhan hak ar-rak bagi anak usia sekolah meliputi:
a. mendapat perhatia.n dan kasih sayang dari keluarga;
b. mendapat bimbingan aganra;

c. mendapat pelavanan pencegahan, peraw.atan dan rehabilitasi kesehatan;
d. mendapat penciidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat

menvelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang
ramah dan kondusif;

e. program l>easisri,a bag yang llerprestasi dan tidak mampll;
f. program;urak asuh clan birnbir-rgan konseling;
g. penyedia:rn tempat bermait-r dan berolah raga ),ang memadai;
h. hak menrlapatkan peringatan, mengeluarkan anak karena rnelan ggar disiplin

sekolah, didahului oleh pihal< sekolah dengan terlebih dahulu
mengkomunikasikan kepada pihal< orangtua melalui 3 (kali) peringatan dan
penl'amp:rian lertulis dengan cara bertahap, hinggaupaya pelaksanaan
pemberian sanl<si bertujuan mendidik. Kecr,rali melanggar delik pidana
dengan kekttatan hukum l'arrg tetap linkrach.tl dengan pidana di atas 5 tahun;

i. hak mendapatkan rekomcndasi untuk melanjutkarr pada sekolah yanglain
)'ang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan kecuali bagi anak
1,ang mendapatkan hukuman kurungax sampai habis masa sekolahnya; dan

j. hak menrlapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua,
sekolah, tokoh masya,rakat, dan pemuka agarrra untuk terhindar dari
keiahatan dan kekerasan seksual.

I
r
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(3) Setiap orang dzrn/atau pihak rnanapun wajib melinclungi snak usia sel<olah dari
tirrciakan kel<eras:rn dan diskriminasi di lingkungan keluarga, sekolah dan
masvarakat

Bagian Ketujuh
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban

Perdagangan dan Pencullkan
Pasal 16

(l) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan
anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,
pera\r,atan clan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyaral<at

(2) Untuk melaksanakan up:i\:a pengawasan dan pencegahan teqadinya
perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah
bersama sama dengan Kepolisian, l(ejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan
organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam

upa1,a melaksanakan tin<lal<an pencegahan dan penghapusanperdagangan
anak;

b. melaksanakan sosialisasi dan./atau kampanye tentang pencegahan,
penanggu langan dan pengl-rapusan praktek-praktek perdagangan anak; dan

c. melaksanakan l<erjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang
bersifat .egional maupun internasional melalui forum bilate:-al rnaupun
multilate.al, .vang dilakr-rkan melalui pertukaran informasi, kerjasima
penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

t3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan
kegiatanperr taga ngrrn anak se.bagaimana dimaksrrd pacla ayat (1).

Pasal 17
Setiap anak korban perdagangan penculikan dan penjualal sebagaimana
dimaksud rlalam Pasal l3 ayat (1) berhak memper.oleh perawatan dan
rehabilitasi baik fisik, fsikis maupun sosial.

Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud
dalam Pasal 13 a1,at (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak
(RPSA) dan,i atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari
lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosia-l dasar, lay anan
bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus,
terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif
edtrkatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

. ',,

j*-rzr

i3)

Baglan Kedelapan

Perlindungan Bagl Anak Korban Kekerasan

Pasal 18

(l) Pemerintah Daerah, masyaral<at, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak
korban tind:rl< kekerasan fisik, mental dan seksual.

(2) Setiap anak berhak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kesehatan' 
reproduksi sesuai clengan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

L

D
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(3) Pemberian informasi dan pemahaman ditlrjukan untuk meningkatkan
kemampuarr arrak terhadap irncaman kekerasan fisik, mental dan kekerasan
seksu a l.

(41 lnformasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh
orang tua, guru. pemuka agama rlan lemabaga .)'ang merni'liki kapersitas untuk
itu,

(5) Perlindungan bagi anak korlran tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu
oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yatrg
dirt'ujudkan clalarn suatu war l;th yzing ditetapkan oleh Gl&.qotrr.

Pasal 19

( I ) Seriap anali korDan tindak l<ekerasan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 1 5
a)'at (1) mernperokrh peiayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupunsosial yang
diselenggar;r}<an oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksurl Pasal 1.3

a)'at (2).

(2) Benluk perlinclungan sosial [>agi anak korban tindak kekerasan -yaitupelayanan
sosial dasar. pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling
psikolog, bzrntuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang
tua r\nak Iiorban f indak Kekerasan.

(3) Setia.p orar-r g dan/atau pihal< manapun dilarang melal<ukan tindakankekerasan
terhadap anak sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 15 a-yat (1).

Pasal 20

ll) Pemerintah Daeral-r. mas-yar:rl<at, keluarga dan orang tua wajibmelindungi anak
dalam situzrsi darurat.

(2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu berupa
pemenuhan kebutuhan clersar yang terdiri atas pelayana.n sosial dasar,
penclidikan. i>imbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog,
baltuan hukttm, kegiatan rekreattf dan edukatif.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Khusus Bagi Anak di Ternpat Bermain

Pasal 2 1

i1)

(2)

l3)

Penl'edia lir-vartan hiburan dan fasilitas bermain anak berke"vajiban untuk
memberikarr perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental ciansosial.
Penl-edia lzrl'anan hiburan dan fasilitas bermain anak harus dapatmenjamin
keamanan, kenlamanan, nrenjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan
kebr.rtuhan ter baik bagi anak.
pen.t'edia lirl,anan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan
tenaga terlatih -Valrg mengetilhui tentang kebutuhan dan keamanarr anak dalam
bermain <lengan mementinglian l<ese'lamatan anak dan kepentlngan yang lain.

pekerja sebagaimana <li mal<sud pada ayat (3) dibuktikan derigansertifikat telah
..,".tgikrrti tr..raidit .I yang diselenggarakantenaga/ lembaSa prolesional tentang
hiburan dan permainan anak yangaman dan nyaman.

(,r)

I
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Bagian Kesepuluh
Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukurn

Pasal 22

(l) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukummeliputi anak
yang berkorrflik clengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban clan tanggung jawa.b Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan
masy'arakat

(2) Perlindungan khusus bagi an:rk y:lng berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud pada a-vat (1) dilaksanakan melalui:
a. perlakuein atas anak se('ara manusiawi sesuai dengan martabat danhak-

hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyedizran sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dal pencatzrtan terus menerus terhadap perlcembangan anak

vang berhadapan dengan hukum;
f. pemberirr.n jaminan unttrl< m<-.mpertahankan hubungan dengein orangtua

atau kel rrarga.

g. perlindungan clari pernberitaan iclentitas melalui media massa danuntuk
nrengh irdari Iabel isasi ;

h. nrengu p;r,r,a1ian penanganan ABH dengan mengutamakan polarestoratil'
-jrr stis; d,rn

i. restoratiI justis dapat bcrbentuk pengembalian ABH kepada orangtuaatau
'u'ali ateru l)entuk lain dengan tetap diberika;r sanksi, namr-rnedukatif dan
nremperiratikan kepentingal terbaik anak.

i31 Perlindungan l<husus bagi anak yang menjadi korban tindak
pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (l) diiaksanakan melalui :

a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti Lembaga Pemasyarakatan;

b. upaya re'habiiitasi baik dalam lembaga maupurr di luar lembaga;

c. upaya perlinclungan dan pemberitaan i(lentitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi;

d. pemberian jaminan keselannatan bagi salsi korba;r dal saksi ah1i, baik fisik,
mental, maLlpun sosial; dan

e. pemberian al<sesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Bagian Kesebelas

Perlindungan Khusus Anak Yang Tereksploitasi

Pasal 23

*

(1) perlindungan khusus ba.gi anak yang dieksploitasi secara ekonomidan/atau
seksual slbagaimana dimaksud daiam Pasal 7 huruf j merupakan kewajiban
dan tanggu r-rg jawatr Pemer.intah Daerah, orangtua, keluarga dan masyarakat.

(2) perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana<limaksud pada

a],at ( t) dilal<ukar melalui:

L"



13

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundamg- undanganyang
berkaita n dengan perlindungan ienak;

b. pemantauan, pelaporan clrLn pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat peke{a,LSM

clan masyarakat dalam pt,nghapusan eksploitasi terha<lap anak.

i3) Setiap orang clan/atau pihak manapun dilarang melakulia,n eksploitasi
ekonomi rlal/atau seksu:r[ terhaclap anak sebagaimana dimaksud pada
a\.at ( 1).

Bagian Keduabelas

Perllndungan Khusus Anak bagl Komunltas Adat Terpencll dan Anak yang
ditinggal orang tua sebagai TKI

Pasal 24
(l) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan anak

)'ang ditinggalkan orang tua sebagai TKI sebagaimana dimal.rsud dalam Pasal 7
hr-rnrf k dan hurtrf I dilakukzrn melalui penJ,ediaan sarana dern prasarana untrtk
mendapat-kirn pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, rnenikmati budayanya
sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan
menggunakan bahasan-va serrdiri.

(2) Setiap orang cian/atau piha-l< manapun dilarang merrghalang-halangi anak
sebagaimarr a dimaksud pacla ayat (l) untuk menikmati budayanya sendiri,
mengakui clan melaksanakan ajan'an agamanya, dan menggunakan bahasanya
sendin tanF)a mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Bagian Ketlgabelas
Perlindungan Khusus Bagl Anak Korban I{APZA

Pasal 25

(ll Perlindungarr khusus bag;i anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnyer (NAPZA) dan terlibat
dalam pernakaian, produksi dan distritrusinya, dilakukan rnelalui upaya
pengawasan, pencegahan. pera\vatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah
dan masya rakat.

l2l Setiap orarlg dan /atau pihak manapun dilarang dengan sengaja merlempatkan,
membiarkan. melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaarr,
produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap u,ar.ga negara berkewajiban melaporkan atas pen-valahgunaan Napza
vang dilak,rkan oleh keluarlia/pihak lain kepada yang berwajib.

Bagian KeernPatbelas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penderita HIV dan AIDS

Pasal 26

(1) Setiap anak
khtrsus-

yarlg menderita HIV/AIDS wajib mendilpatl<an perlindungan

Perlindung,an khusus bagi anak yang rnenderita HIV/AIDS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pendampingan' perawatan'

fengobatan, bebas dari diskriminasi dan rehabilitasi dan penguburan secara

layak bagi Yang meninggal.

(2)

l.
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{31 Pemerinta}r rnen-yediakan tr)mpat rehabilitasi khusus bagi anal< pengidap
HIV/AIDS yang mengalami l(eterlantaran.

Bagian Kelimabelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Dlsabllitas

Atau Berkebutuhan Khusus

Pasal 27
(l) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf o dilakukan melalui upaya:
a, perlakua.n anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai
integrasi sosial sepenuh rnungkin dan pengembangan individu.

\2) Setrap orarrg darr/atau pihak manapun dilaralg memperlakukan anak dengan
mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan
pen.vetaraan clalam pendidil.:an bagi anak-anak yang menvandang .acat.

Bagian Keenambelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 2 8

(1) Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 huruf p adalah anak yang ditinggalkan orang tua, pembiaran anak oleh
orarlg tuanya, darr pembiariur anak sehingga anak tidak dapat menikmati hak-
h ak n_va seslr ar den gan pera t Lrran pen-rndan g- n ndan gan yang berlaku.

\?.1 Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui
pengawasan, pencegahan, I)erawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah
dan masyaral<at.

(3) Setiap ora:rg tua, rvali, keluarga dilarang melakukan pembiaran, penerlantaral
terhadap anak sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

Bagian KetuJuhbelas

Pemenuhan Hak Bagi Anak Merniliki Kecerdasan Tinggi

Pasal 29

(ll Pemenuhan hak bagi anak )'ang memiliki kecerdasan tinggi adalah:

a. anak yang memiiiH kecerdasan di atas rata-rata;
b. anal< yang memiliki prestasi luar biasa; dan

c. anak yang memiliki prestasi khusus.

12) Pemerintah Daerah uajib memberikan perlakukan khusus bagi anak yang
merniliki k<:cerdasan dan prestasi tinggi.

{3)Ketentuanmengenaiprestilsitinggidanperlakukanklrususya-rrgdiberikan
ditetapkan oleh Pemerintah
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BA.B V
PERWALIAI{

Bagian Kesatu
Persalian Anak

Pasal 30
Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau
tidak diket.ah u i tempat tin ggal atau keberadaannya, maka seseorang arau
badan hukum -yang memen r-rhi persyaratan dapat diturrjuk sebagai wali dari
anak -yang bersangkutan.
Untuk menjadi rvali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penetzrpan Pengadilan.
Wali yang clitunjuk wajib sezrgama dengan agama yang dianut anak.
Untuk kepent:ingan anak, r,',ali wajib mengelola harta milik anak yang
bersangkulan.
Ketentuan rnengenai s.yarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan
peraturan lreru ndang- u ndan gan yang berlaku.

Pasal 31
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk
melakukan perlluatan hrrkum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk
kepentingan yarrg terbaik bagi anak.

Pasal 32
(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka

harta kekavaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau
Icmbaga lain y'ang mempun-vai kewenangan untuk itu.

12) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
mendapat l)enetapan Pengaclilarr.

Pasal 33

il) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap
melakukan Perwalian atau melakukan perbttatan hukum, atau
menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya
dicabut darr ditun-juk ora.ng lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

t.2) Dalam hal r,r,ali meninpigal dunier, ditunjuk orang lain sebaga.i wali melalui
penetapan Penga<lila:t.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 34

ill Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 1'ang terbaik
bagi rrr-r.k d.., dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dal] sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

12) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang

diangkat dan oramg tua kantlungnya'
(3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon

anak algkat.

t

L tsr
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(st

Dalam hal asal-usur anak ridak diketahui, mal<a agama anak disesuaikan
dengan agama mayoritas pendudrrk setempat.
Pers-varatan dan tata cara p(,ngangkatan anak lebih lanjut akan diatur dalam
Peraturan C trbern ur.

Pasal 35
(1) orang tua arrgkat '"vajib memberitahukan kepada anak argkatnya mengenai

asal-usul dan orang tua karldungnya.
(2) Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan

memperhatikan kesiapan melttal anak.

BAB VI
NIWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36
Pernerintah Daerah, masyarakat. lembaga pendiclikan, keluarga, can orang tua
berker,r'a jiban d;rn beftanggungjau'ab terhadap penyelenggaraan l)er.lindtrngan ,\nak.

Baglan Kedua
Kewajiban dan TanggungJawab pemerintah Daerah

Pasal 37
Pemerintah Dar:rah berkeu,ajibarr dan bertanggung jawab untuk :

a. menghormati (lan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeclakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak,
Llrutan kelahiran anak, dan liondisi fisik dan/atau mental;

b. menjarnin perlindungan, pemeliharaan da, kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan keu.ajiban orang tua, Wali, atau orang lain y€rng secara
huktrm berta;rggu ngjatvab terhadap anak;

c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
e. memberikan pembia-yaan yang cukup untuk upa.ya-upaya penjaminan

perlindunga n anak ;

f. mendirikan Rumah Bina furak (ltengganti) lapas/rutan anak, khusus untuk
anak 1'ang bermasaiah dengan hukum;

g untuk mel:tksanakan kewajiban dan tanggu n giawab sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Gubenur
menugaskarloPD-oPDyangdiaturdenganP"]",ffi.-,..

,

Baglan Ketiga
Kewajiban dan TanggungJawab Masyarakat

Pasal 38
(1) Kewajiban dan tanggung ja',val; masyarakat terhadap perlindungan anak

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penl,elenggaraan
perlindungan anak.

(2) Keu,ajiban sebagaimana dinraksud pada ayat (1) diwujudkan Calam bentuk:
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a. melaporkan / memberikan informasi setiap te{adi kekerasan yang ia
ketahu i;

b. membcrikan pertolongan bagi korban;
c. membenkan perlindungan bagi korban; dan
d. melakukan upaya progrurrn perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bagian KeemPat

Kewajiban dan TanggungJawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 39
(11 Orang tua l:erke*'ajiban dan l:ertanggung-jawab untuk:

a. melindungi, rtengasuh, rnemelihara dan mendidik anak;

b. men umbuhkembangkan anak sesuai dengan l<emampuan. bakat dan
minatnya;

c. membenkan informasi <lan pemahaman tentang kesehatan repro,-luksi
sesuai perkembangan fisik d:rn mental anak untuk kepentingan generasi
yang b('rkualrtas;

d. mencegah terjadinya perkawinar pada usia anak-anak; dan

e. menyekolahkan anak pada masa usia sekolah.

lzi Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, Lidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggunglav'abnva, maka kewajiban dan tanggungiawab sebagaimana
drmaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, atau pemerintah
setempat.

BAB VII
PARTISIPASI ANAI(

Pasal 40

(lt Pemerintah Daerah berkervajiban memfasilitasi partisipasi anak sebagai
wahana untuk didengar pendapatnya, idenya, Sagasannya, inovasinya demi
kepentingan terbaik bagi anak.
Untuk me.nja,min berkembangul'a partisipasi anak perlerintah Provinsi,
Kabupaten clan Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan wajlb membentuk
Forum Anak.
Forum anak wajib diikut seltakan dalam Musrenbang sesuai dengan tingkatan
lembaga Fc'rum Anak sebagzrimana dirnaksud pada a.yat (2).

(2)

i3)

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaal alas kegiatan pemenuhatr Lrak-hak anak "yang dilal<ukan oleh
t,e merintah Daerah dibebankan pada Arrggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah
Provinsi. dan/atau s\vasta dan atau sutnber-sumber lair-r yang sah sesuai dengan
ketcnl uan perar Llran perundang- undallgan.

BAB XK

ORGANISASI PENYELENGGARA

(l ) Guna mel;rkukan koordinasi,
anak maka u'ajib dibentul<
Kecamatar tlan Desa.

Pasal 42

sinkronisasi darr pengarus-utarnaan program
Pokja pada tingkat Prouinsi, Kabupaten/Kota,

I

C
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12\ Pokja dalam penyelenggariurn trak-hak anali diketuai oleh Wakil Gubenur
pada tingkat f'rovinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota pada tingkat
Kabupaten/Kota dengan sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempual dan
Perlindungan Atrak, dan perda tingkat Kecamatan, Keluratran/Desa dapat
mengkondisikan sesuai kebrrt uhan.

(3) Anggota Pokja maksimal 11 orang yang terdiri dari lnstansi pemerintah,
Legrslatif, organisasi sosial, lSM, Perguruan Tinggi dan pemerhati ernak.

(4) Organisasi penyelenggara pemenuhan lrak anak adalah SKPD-SKPD,
Organisasi swasta, organisasi sosial, LSM yang memiliki korelasi dalam
pemenuhan hak anak.

BAB :(
LARANGAN

Pasal 44

{l} Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, rnenganjurkan,
men_vuruh, mengaja.k atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi
-yang dapat rrengganggu pendiclikan, kesehatan fisik, mental dan sosial
sehingga ar-rak tereksploitasi.

(2) Setiap orang dilarang untul< melakukan perdagangan dan penculikan anak,
kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, melakukan perlakuan salah pada
anak, pembiaran terha(lap anak sehingga anak kehilangan hakn-ya.

(3t Setiap orang dilarang untuk memberikan uang di jalan atau tempat umum bagi
anak 1,ang dieksploitasi untr.rk memirlta-minta.

r.l) Setiap orang, petugas pemt:rintah, kaum professional, Ormas, LSM dilaralg
untuk melakukan diskriminasi, penghujatan, kekerasan fisik dan mental bagi
anak ,r,ang menderita penyal.it lll\'/AIDS.

BA.B XI
PENGAWASAN

Pasal 45
(l) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

:instan si / iernbaga / badan yang berwenang.
(2) Pengawasan dilakukan oleh trmbaga independent yang dibentuk khusus

untuk itr-r <lengan anggota unsur pemerintah, LSM anak, pemerhati anak, dan
srvasta/BUMN yang memiliki kepeduiian terhadap anak.

(3) Keanggotaan l-embaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang anggota.

(4) Mekanisme pengawasan detn keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ar"at (3) ditetapkan oleh Gubenur

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46
(ll Setiap OPD .yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b, dan

huruf c, Pasal 17 ayat (5) huruf a, huruf b, dan hurul c, pasal 23 ay at (3) dan
ar"at (4), <lan Pasal 46 a5,at (21, ay at (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi
administra tif.

Ia
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lzj Sanl<si Administratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pemecatan;
d. penghentian semen tara sebagian l:egiatan a_tau keselurlrhan;
e t:dak rnemperpanjang ijir;
f. pembatalan ij in; dan
g penca);utan ijin.

BAB XTV

KETENI'UAN PENUTUP

Pasal 49

PeratLltan pelaksanaan dari Peraturan Daerall ini harus ciitetapkan paJing larrra 1

lsatu) tahun te rhitung seja-}< Per.rturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 5O

Peraturan Daerah ini mulai berlal<u pada tangga.l diundangl<an.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundat-,gan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daerah Provinsi
Lampr"tng.

Ditetapkan <1i Telukbetung
Pada tanggal 14 September 20 17

GUBTRNUR LAMPUI(G,

Dilrndangl<irn di Telukbetung
pada tanggrLl i4 September 2O 17
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ttd
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PENJTLASAN
ATAS

PERATUFTAN DAERAH PRO\IINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Anak ad alah poncrus bangsa dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Kuasa, maka suatu keharusarl semua pihal< dan unsur derlam negara wajib
melindungi dan melakukan pemenuhan kehormatan, martabat dan harga dirinya
secara s,ajar dan proporslonal, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan
bucla_va, tanpa membedal<an sul<u, agama, ras dan golongan dalant kehidupan
bermas_v- arakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka rnerringkatkan Perlindungan Anak sebagaimana .yang telah tertuang
dalam konstitLrsi dan menjacli bagiankehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan berrregara selain itu anak adalah tunas, potensi dan generas'i
penerlls perjuangan bangsa dan diharaplcan kelak mampu memikul tanggung
iarr ab tersebut, maka ia perlu rnenda.pat l<esempatan yang seluas,luasnya untuk
tumbuh dan berkemi;ang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dal
lrerak]-rlak mulia. sehingga perlu dilai<ukan upaya perlinclungan serta untuk
rncv,ujuclkan kesejahteraan anak dengan rnemberikan jaminan terhadap
perlin<lungan dan pemenuharr hal<-hal<n.ya serta adan.ya perlakuan tanpa
d isl<rim inasi.

U.ruk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhzrn hak-hak manusia.pemerintah prc,vinsi l,ampung *,ajib memberikan perlindungan dan rasa amarr
l.r'rlradap anak vnng drtuangkan dalam suatu kebijakan ditingkat <iaerah.

Kekerasan terhadap anak merlrpakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan
.- pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhaclap anai. dapat terjadi di
t. ranah publik mauprtn di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan clapat terjadi
\- kapar saja, pacla sitttasi <lamai maupun l<orrflik. Tindak kekerasan terhadap anak

merupakan tincLakan 1'ang melanggar, menghambat, meniaclakan clan mengabaikan
terhadap hak asasi hal< anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

I



H r.rruf b

Cul<up jelas.

[.luruf c

Cul<up.jelas.

Huruf d

Culiup jelas.

Huruf e

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggu ng jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan
pen ganiayaan, ketidzrkadilan dan perlakuan salah lainnya.

Huruf f
Cul<up jelas.

H uruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cul<up jelas.

Huruf i
Cu'!<u p jelas.

t-luruf j
Cui<up jelas.

ll u ruf k
Cukup jelas.

Pasal 5

Crrkup jeias.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cuku p jelas.

lluruf c

Cukup.ielas.

Huruf d

Cuku p jelas.

Huruf e

Cuku p jeias.

Huruf f
Cukup je1as.

L
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

H uruf g

Cukup jelas.

I Iuruf h

Cukup jelas.

H uruf i
Yang clirnaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah
anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana'

H uruf j
Cukup jelas.

I-turuf k

Cukup je1as.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf rrr

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

H ttrtrf o
Cuku p jelas.

Huruf p

Cukrrp jelas

Huruf q

Cukup jelas.

7

Cukup jelas.

8

Cukup jelas.

I
Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cr-rkup jelas.

12

Cukup jelas.

l3
Cukup jelas.

7
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

t)asal

Pasal

Pasal

Pa sal

Pasal

Pasal

Pasal

t.+

Cukup jelers.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jel:rs.

17

C ukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

2l
Cukup jelas.

22

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.

24

Cukup -ielas.
26

Cukup jelas.

27

Cukup jelas.

28

Cirkup jelas.

29

Cukup jelas.

30

C ukup jelas.

31

Cukup jelas.

32

C uku p jelas.

33

Cukup jelas.

EL
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Pasal 3,4

Cukup jelas

Pasal 35

CukuP jelas.

Pasal 3(r

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

CukuP jelas.

Pasal 39

Cr-rkup jelas.

Pasal 40

CukuP jelas.

Pasal 4 1

Cr-tkup jel:rs.

Pasal :12

t)trkup jelzrs.

Pasal 4il

CukuP jelas.

Pasal 44

CukuP j elars.

Pasal 45

CukuP jel,rs.

Pasal 46

CukuP jelas.

Pasal 47

CukuP jelas.

Pasal 48

CukuP jelas.

Pasal 49

Cr"rkuP je)as.

Pasal 50

CukuP jelas.
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